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PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil  analisa  terhadap data  yang diperoleh Dari  melihat  kaitan antara
aturan  perundang-undangan  terkait dan  wawancara  yang  dilakukan  mengenai  pengalihan
kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan mineral batu bara oleh Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
dapat disimpulkan bahwa:
1. Dengan  adanya  perubahan  kewenangan  pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan  atau
disebut  dengan  IUP dari  Pemerintah  Kabupaten  ke  Pemerintah  Provinsi  maka  ada
serah  terima  dokumen  IUP dari  Pemerintah  Kabupaten  ke  Pemerintah  Provinsi  di
Sumatera Barat sebagai bentuk pengalihan kewenanganpemberian IUP.
2. Pengalihan  kewenangan  pemberian  IUP dari  pemerintah  kabupaten  ke  pemerintah
provinsi di provinsi Sumatera Barat dilakukan berdasarkan UU Pemda yang secara
teknis  dilaksanakan  menurut  arahan  dari  Kemendagri  dan  KemenESDM,  hal  ini
disebabkan oleh  aturan  mengenai  pemberian  IUP pada aturan  perundang-undangan
terkait seperti UU Minerba tidak mengalami perubahan kewenangan sebagaimana UU
Pemda  sehingga  baik  itu  dari  tingkat  pemerintah  pusat  sampai  pada  pemerintah
provinsi berpedoman kepada aturan teknis dari Kemendagri dan KemenESDM.
3. Terjadinya kekosongan aturan secara teknis pengalihan kewenangan berdampak pada
sektor pelayanan perizinan teruatama pemberian IUP sehingga membuat pemerintah
daerah  harus  untuk  mencari  jalan  keluar  persoalan  ini  salah  satu  caranya  dengan
menerbitkan aturan di tingkat daerah.  Hal ini  dilakukan adalah untuk menyediakan
pelayanan di bidang perizinan terhadap masyarakat.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka dapat disarankan:
Harus  segera  dilakukan  perubahan  terhadap  UU  Minerba  sehingga  sektor
pertambangan mendapat porsi yang lebih baik terkait konteks pengaturan pengelolaan
pertambangan,  sebab  persoalan  pengalihan  kewenangan  ini  akan  berdampak
signifikan  terhadap  pengelolaan  pertambangan  yang  semata-mata  tidak  hanya
menyangkut  soal  pemberian  izin  karena  pengalihan  kewenangan  memiliki
koneskuensi yang lebih luas.
